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NOTULENSI  BRIEFING SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (IMK) TAHUN 2026

1. Pembukaan & Pengantar 
· Jadwal Pelaksanaan: Survei IMK Tahunan periode tahun 2026 ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan November 2026 (setelah proses listing atau pemutakhiran data yang dilakukan sebelumnya).
· Materi Briefing: Secara umum materi materi pelatihan masih konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya, namun terdapat beberapa pembaruan (update) terkait pendapatan, kuantitas barang, dan penyesuaian lapangan.
2. Latar Belakang & Landasan Hukum Survei IMK
· Signifikansi Sektor Industri: Perekonomian Indonesia sangat ditopang oleh sektor industri pengolahan (lebih dari seperempat PDB berasal dari sektor ini). Banyaknya aktivitas ekonomi kerakyatan di pinggir jalan bersumber dari industri pengolahan, sehingga sektor ini merupakan salah satu penyumbang terbesar ekonomi nasional.
· Landasan Hukum Penyelenggaraan:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (BPS).
· Atribut Lapangan: Petugas wajib melengkapi atribut resmi saat turun ke lapangan (seperti surat tugas, tanda pengenal, dll.).
3. Tujuan & Ruang Lingkup Survei IMK
· Tujuan Utama: Mengetahui profil IMK dan potensi daerah di Indonesia untuk perencanaan pembangunan ekonomi nasional, serta memperbarui data kegiatan usaha skala mikro dan kecil.
· Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): Menggunakan KBLI 2 digit (seperti yang biasa digunakan dalam Sensus Ekonomi).
· Cakupan Sampel Secara Nasional:
· Jumlah blok sensus terpilih secara nasional: 18.661 blok sensus.
· Sampel usaha mencapai 95.263 perusahaan/usaha.
· Kriteria Usaha (Batasan Tenaga Kerja):
· Industri Mikro: Tenaga kerja 1 sampai 4 orang (sudah termasuk pengusaha/pemilik).
· Industri Kecil: Tenaga kerja 5 sampai 19 orang (sudah termasuk pemilik).
· Catatan Penting: Usaha dengan tenaga kerja di atas 20 orang tidak termasuk dalam ruang lingkup survei IMK. Petugas harus teliti menanyakan jumlah tenaga kerja kepada pemilik/pengusaha, bukan sekadar melihat kondisi fisik bangunan yang terlihat harian.
4. Jadwal Pelaksanaan Survei
· Pencacahan Lapangan: 5 sampai 30 November 2026.
· Pemeriksaan Sampel: Mulai 11 November hingga selesai (menyesuaikan dengan progres di lapangan).
· Catatan Jadwal: Terdapat kemunduran waktu sekitar satu bulan dari jadwal semula akibat penyesuaian kalender survei dan adanya penyesuaian data ekonomi.
5. Penjelasan Blok Pendataan & Teknis Dokumen Kuesioner
· Blok 1 (Pengenalan Tempat): Memuat informasi wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan), nomor blok sensus, nomor sub-blok sensus, nomor urut sampel, dan nama perusahaan/usaha.
· Aturan Penulisan Nama Usaha: Perhatikan format penulisan yang benar pada dokumen (contoh: Cahaya Alam, PT atau Jihad Muda, CV — bukan ditulis dengan titik seperti PT. Cahaya Alam). Untuk usaha tanpa nama resmi, ditulis menggunakan nama pemilik di dalam kurung (misalnya: Pabrik Tahu (Agus)).
· Blok 2 (Keterangan Umum): Memuat alamat lengkap lokasi keberadaan usaha, dengan menambahkan informasi pendukung seperti nama dusun, kelurahan, kecamatan, RT/RW, nomor telepon, dan alamat email usaha.
· Blok 3 (Keterangan Khusus / Kondisi Usaha): Menjelaskan status keaktifan usaha saat pencacahan:
· Aktif Berproduksi: Usaha beroperasi normal. Jika usaha pindah lokasi tetapi masih dalam lingkup kabupaten/kota yang sama (misalnya pindah RT/kecamatan tapi masih bisa dilacak), statusnya tetap dicatat sebagai Aktif Berproduksi.
· Tidak Aktif / Tutup / Pindah ke Luar Kota: Jika pindah ke luar kabupaten/kota, tutup, atau tidak diketahui keberadaannya, maka dikategorikan sebagai Non-Respon atau tutup.
· Blok 4 (Pekerjaan dan Balas Jasa)
· Blok 5 (Pendapatan Usaha/Perusahaan)
· Blok 6 (Biaya Pengeluaran Usaha/Perusahaan)
· Blok 7 (Neraca dan Modal Usaha)
· Blok 8 (Lintasan Nilai Tambah)
· Blok 9 (Asal Bahan Baku dan Distribusi Produk)
· Blok 10 (Catatan): Dilarang membiarkan blok ini kosong jika terjadi anomali atau fenomena khusus pada usaha (seperti penurunan omzet, kendala bahan baku, kekurangan modal, atau perubahan kondisi). Segala keanehan data harus dijelaskan secara rinci di blok catatan agar pengawas memahami kondisi riil di lapangan.
· Blok 11 (Keterangan Pemberi Jawaban): Identitas responden yang diwawancarai.
6. Metodologi & Penanganan Khusus di Lapangan
· KBLI 2 Digit: Bersifat tetap dan tidak boleh diubah sembarangan oleh petugas karena mengacu pada direktori tahun sebelumnya.
· Penanganan Usaha Non-Respon: Petugas diimbau memiliki keterampilan persuasif yang baik agar meminimalisir responden yang menolak atau tidak bisa ditemui.
· Pembaruan Dokumen: Jika ada perubahan pada kondisi akhir usaha (misalnya dari aktif menjadi tutup atau sebaliknya), petugas harus melakukan pemutakhiran (update) langsung pada formulir yang tersedia.
7. Lanjutan Blok Pendataan & Kuesioner (Blok 2 s.d. Blok 5)
· Pencatatan Keuangan Usaha: Petugas harus jeli membedakan pencatatan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Jika ada aset atau fasilitas yang digunakan bersama (misalnya kendaraan operasional atau listrik rumah yang dipakai untuk usaha), petugas harus menghitung proporsinya secara cermat.
· Tahun Mulai Berdiri Usaha: Dicatat berdasarkan tahun resmi berdirinya atau saat unit usaha tersebut disetujui secara hukum (memiliki nomor akta, izin usaha, atau NPWP). Jika ada perubahan bentuk badan usaha atau perpindahan kepemilikan, panduan teknis menetapkan aturan khusus terkait tahun operasionalnya:
· Jika terjadi renovasi atau perubahan bentuk badan hukum tanpa mengubah substansi produk/usaha, tahun berdiri tetap menggunakan tahun awal.
· Jika terjadi perubahan jenis produksi secara signifikan (misalnya dari membuat kusen pintu beralih menjadi lemari kayu), tahun mulai berproduksi komersial dicatat pada saat produk baru tersebut mulai diproduksi.
· Pemanfaatan Internet dan Platform Digital:
· Pendataan mencakup penggunaan internet oleh usaha dalam 12 bulan terakhir (untuk pemasaran, bahan baku, transaksi jual-beli, pembayaran, hingga pinjaman fintech).
· Jenis platform yang digunakan meliputi instant messaging (WhatsApp, Telegram), marketplace (Shopee, Tokopedia, Lazada, Maxim untuk jasa antar, dll.), media sosial (Facebook, Instagram, TikTok), hingga website resmi.


8. Penjelasan Blok Khusus & Kendala Usaha
· Alasan Tidak Memanfaatkan Internet: Jika usaha tidak menggunakan internet, petugas wajib mengisi rincian alasannya di sub-blok khusus (misalnya: tidak memiliki perangkat teknologi, tidak ada jaringan, biaya akses mahal, tidak tahu cara menggunakannya, atau masalah keamanan transaksi).
· Sertifikasi Produk & Hak Kekayaan Intelektual: Pendataan juga mencakup kepemilikan sertifikat standar nasional (SNI, halal dari BPBPKH), izin edar (BPOM), merek (HAKI), hingga paten desain industri.
· Inovasi Usaha: Dicatat apabila perusahaan melakukan inovasi signifikan terkait produk, proses produksi, pemasaran, atau organisasi/manajerial dalam periode setahun terakhir.
· Bimbingan & Pelatihan: Pendataan mengenai keikutsertaan tenaga kerja atau pengusaha dalam pelatihan manajerial, teknis produksi, pemasaran, atau analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang difasilitasi oleh pemerintah maupun pihak swasta.
· Teknologi Proses Produksi: Klasifikasi penggunaan teknologi apakah masih manual (mengandalkan tenaga manusia), setengah manual/mekanis, atau menggunakan mesin otomatis penuh.
9. Pendataan Ketenagakerjaan (Blok 4: Pekerja dan Balas Jasa)
· Definisi Pekerja: Semua orang yang biasanya bekerja di perusahaan minimal 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu, termasuk pengusaha/pemilik.
· Kategori Pekerja:
· Pekerja dibayar (gaji/upah bulanan, mingguan, atau harian/borongan).
· Pekerja tidak dibayar (biasanya anggota keluarga yang membantu).
· Hari & Jam Kerja: Perhitungan rata-rata hari kerja per bulan dan jam kerja per hari (tidak termasuk waktu istirahat resmi). Jika data tidak pasti, petugas diminta menghitung rata-rata dari rentang waktu operasional dalam sebulan.
· Balas Jasa & Kompensasi: Selain upah atau gaji pokok, petugas harus mencatat apakah pekerja mendapatkan kompensasi lain seperti bonus, tunjangan, atau pembagian hasil (terutama pada industri musiman seperti pembuatan bata/genteng atau industri makanan tertentu).
· Periode Pendataan Final: Mengingat adanya penyesuaian jadwal, periode pendataan resmi ditetapkan mulai November 2026 hingga Oktober 2026 (menyesuaikan tahun catatan lapangan).
· Pesan untuk Petugas: Seluruh petugas diimbau agar teliti dalam melakukan validasi data di lapangan, menghindari pengisian blok yang kosong (terutama bagian catatan jika ada anomali data), serta menjaga konsistensi antara data tahun berjalan dengan direktori tahun sebelumnya.


10. Pencatatan Balas Jasa dan Tenaga Kerja
· Pengisian Nominal Gaji/Upah: Nilai balas jasa dan upah pekerja harus dicatat dalam bentuk nominal rupiah penuh (tidak dalam bentuk ribuan atau jutaan).
· Aturan Asuransi & Iuran:
· Jika terdapat iuran asuransi atau pensiun pekerja yang dipotong langsung dari gaji, hal tersebut harus dicatat secara transparan.
· Namun, untuk skala industri mikro dan kecil, umumnya tidak ada pemotongan asuransi formal, sehingga upah dicatat secara riil sesuai dengan yang diterima oleh pekerja.
· Pengusaha/pemilik usaha tetap dihitung sebagai bagian dari tenaga kerja.
11. Klasifikasi dan Nilai Produksi Usaha (Blok 5)
· Definisi Nilai Produksi: Seluruh barang atau jasa hasil proses produksi (baik yang sudah terjual, masih berupa stok, maupun yang digunakan sendiri oleh pengusaha) wajib dinilai dan dicatat dalam nominal rupiah penuh.
· Tiga Kategori Jenis Produk:
· Produk Utama: Barang yang dihasilkan dari kegiatan inti usaha (contoh: pakaian wanita pada konveksi, tahu pada pabrik tahu).
· Produk Ikutan: Barang yang dihasilkan secara bersamaan dengan produk utama tanpa proses lanjutan (contoh: menir/dedak pada penggilingan padi, ampas tahu).
· Produk Sampingan: Sisa bahan atau produk ikutan yang memerlukan proses produksi lanjutan sebelum dijual (contoh: ampas tahu yang diolah kembali menjadi oncom atau pakan ternak).
· Aturan Varian Produk Lebih dari 7 Jenis: Jika suatu usaha menghasilkan banyak ragam produk (lebih dari 7 jenis, seperti aneka kue basah), petugas cukup merinci 7 produk dengan nilai tertinggi, sedangkan sisanya diakumulasikan ke dalam kolom "Lainnya".
12. Ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
· Penggunaan KBLI 2 Digit: Setiap jenis produk dan komoditas harus diklasifikasikan menggunakan KBLI tahun 2020 yang berlaku secara nasional. 
· Menghindari Anomali Data: Petugas harus teliti dalam mencocokkan jenis barang dengan KBLI usaha. Jika ragu, petugas dianjurkan untuk berdiskusi dengan tim atau pengawas di grup agar tidak terjadi kesalahan kategori (misalnya item barang sama tetapi KBLI berbeda). 
13. Penggunaan Satuan Standar Baku
· Petugas wajib menggunakan satuan standar umum yang lazim (seperti liter, meter kubik, ton, kilogram, atau unit buah) dalam mencatat kuantitas bahan baku maupun produk. 
· Larangan Satuan Lokal Non-Standar: Dilarang menggunakan satuan lokal yang tidak baku atau tidak terukur secara nasional (seperti karped, karung lokal, kotak, atau botol yang ukurannya tidak seragam). 
· Khusus untuk bahan bakar, cairan, atau bahan curah, harus dikonversikan ke dalam satuan standar berat/volume internasional yang jelas. 
14.  Imputasi Bahan Baku dan Produksi Sendiri
· Bahan Baku Gratis / Hasil Kebun Sendiri: Jika bahan baku diperoleh dari kebun sendiri atau didapat secara gratis (tidak melalui proses pembelian), nilainya tidak boleh dikosongkan. Petugas wajib melakukan imputasi (penilaian) berdasarkan harga pasar yang berlaku di wilayah setempat. 
· Konsistensi Harga: Nilai imputasi harus disesuaikan secara logis dengan harga pasar agar tidak terjadi ketimpangan data keuangan perusahaan. 
15. Pencatatan Biaya Pengeluaran Usaha (Blok 6)
· Biaya Operasional Riil: Mencakup pengeluaran untuk bahan bakar (bensin, minyak tanah), listrik, serta bahan penolong yang benar-benar dibeli dan digunakan dalam proses produksi pada bulan terakhir. 
· Pengeluaran Skala Tahunan: Untuk biaya sewa (gedung, kendaraan, mesin) atau perbaikan modal yang dibayar sekaligus dalam setahun, dihitung dengan cara total pengeluaran 1 tahun dibagi dengan jumlah bulan aktif berproduksi selama setahun tersebut.
16. Ketentuan Pengisian Pajak Usaha
· Komponen Pajak yang Dicatat: Masukkan seluruh nilai pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan atau usaha, meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Operasional Usaha, serta Pajak Ekspor atau Impor (jika ada).
· PBB Usaha: Apabila responden tidak membayar PBB (misalnya tidak pernah ditagih atau lokasi usaha menumpang), maka dinilai nol dengan memberikan catatan khusus bahwa usaha tidak pernah membayar PBB. Tidak ada proses imputasi untuk nilai PBB yang tidak dibayarkan.
· Pajak Ekspor atau Impor: Pada skala Industri Mikro dan Kecil (IMK), komponen ini umumnya tidak terisi. Namun, petugas tetap wajib menanyakan untuk memastikan, terutama jika terdapat pembelian bahan baku impor atau penjualan keluar yang melibatkan biaya pajak terkait.
· Cara Perhitungan Pajak Per Bulan: Pengeluaran pajak per bulan dihitung dengan cara membagi total pengeluaran pajak selama satu tahun dengan banyaknya bulan aktif berproduksi dalam satu tahun tersebut.
· Kategori Retribusi: Termasuk retribusi tidak resmi atau iuran lingkungan dan keamanan non-formal yang dikeluarkan untuk menunjang kelancaran operasional usaha.
· Perhitungan: Total pengeluaran retribusi selama satu tahun dibagi dengan jumlah bulan aktif berproduksi selama satu tahun.

17. Bahan Kemasan, Pembungkus, dan Pengepakan
· Definisi: Segala jenis bahan yang digunakan untuk membungkus, mengikat, atau mengepak produk hasil produksi maupun barang dagangan (contoh: kardus, plastik, kertas pembungkus, kayu pengemas, kawat, atau tali pengikat).
· Batasan Stok: Nilai yang dicatat hanya bahan kemasan yang benar-benar telah digunakan dalam proses produksi atau penjualan. Sisa stok bahan kemasan tidak dihitung.
· Metode Estimasi Proporsional: Jika biaya kemasan sudah menyatu dengan biaya lainnya, lakukan pendekatan nilai per produk. Sebagai contoh, jika harga produk sebesar Rp15.000 per kotak, estimasikan berapa porsi nominal biaya pembungkus dari harga tersebut, lalu kalikan dengan total volume produk yang dihasilkan.
· Pengecualian Barang Modal: Bahan pelindung yang bersifat tahan lama dan digunakan berulang kali (seperti terpal penutup atau wadah penampung permanen) tidak dimasukkan sebagai bahan kemasan, melainkan dikategorikan sebagai Barang Modal pada rincian terpisah.
18. Jasa Industri yang Dikerjakan Pihak Lain (Makloon)
· Pencatatan: Masukkan total nilai nominal ongkos pengerjaan atau pengolahan yang dibayarkan kepada pihak ketiga atau perusahaan lain.
· Sistem Terima Bersih: Apabila usaha menggunakan sistem makloon borongan (terima bersih), masukkan total nilai jasa yang dibayarkan untuk proses pengolahan tersebut.
19. Jasa Non-Industri
· Pencatatan: Biaya yang dikeluarkan untuk jasa di luar proses produksi langsung, seperti jasa akuntan, konsultan usaha, lembaga hukum atau notaris, dan asuransi kerugian.
· Petunjuk Lapangan: Pengeluaran ini biasanya hanya ditemukan pada usaha yang sudah berbadan hukum. Untuk usaha mikro atau kecil informal (seperti pembuat kue atau tahu rumahan), petugas tidak perlu memaksakan pengisian jika memang tidak menggunakan jasa tersebut.
20. Peralatan Penunjang Usaha (Umur Ekonomis Kurang dari 1 Tahun)
· Kriteria: Pembelian alat-alat penunjang operasional yang memiliki usia pakai kurang dari 1 tahun (contoh: ayakan, saringan, serokan, kuas, jarum jahit, atau tali pengikat).
· Penggunaan Ganda (Usaha Rumahan): Jika alat penunjang dipakai bersamaan untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha, prioritaskan pencatatan pada porsi penggunaan kegiatan produksi usaha.

21. Pembagian Biaya Pengeluaran Tahunan
Untuk biaya sewa gedung, sewa kendaraan, pemeliharaan atau perbaikan modal, dan pajak tahunan, nilai untuk bulan terakhir berproduksi dihitung dengan cara membagi total pengeluaran selama satu tahun dengan jumlah bulan aktif berproduksi.

22. Pengeluaran Non-Operasional (Rincian 603)
Komponen: Pembagian keuntungan kepada pemilik modal, pembayaran bunga pinjaman usaha, premi asuransi pertanggungan usaha, serta biaya Tanggung Jawab Sosial (CSR) atau sumbangan kepada masyarakat setempat (misalnya bantuan hari raya atau partisipasi fasilitas umum di lingkungan sekitar tempat usaha).
23. Konsep Kepemilikan Aset (Rincian 701)
· Prinsip Dasar: Hanya mencatat aset yang sepenuhnya milik sendiri. Aset yang berstatus sewa, pinjam, atau milik pihak lain tidak boleh diimputasi.
· Pencegahan Anomali Data: Penelusuran neraca dan utang dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara data pendapatan dan pengeluaran usaha.
24. Rincian Komponen Aset (Per Posisi 31 Oktober)
· Uang Tunai (Rincian 701.A): Khusus memuat uang kas atau kontan (uang kertas dan logam) yang dipegang untuk operasional usaha per 31 Oktober. Tidak menggabungkan dana simpanan pribadi.
· Tabungan dan Deposito Usaha (Rincian 701.B): Rekening simpanan bank atau bentuk investasi yang dikhususkan atas nama usaha atau modal kerja.
· Piutang Usaha: Tagihan penjualan produk yang belum dibayar oleh konsumen atau mitra.
· Utang Usaha: Sisa kewajiban pembayaran atau pinjaman usaha (dari koperasi, bank, atau pihak ketiga) yang belum dilunasi hingga periode pencatatan.

25. Penilaian Aset Tanah dan Bangunan Usaha
· Bangunan Khusus Usaha: Dicatat penuh sebagai Aset Bangunan Usaha setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
· Bangunan Campuran atau Menyatu dengan Rumah Tinggal: Tidak dicatat sebagai aset bangunan usaha (nilai dinilai nol). Kecuali jika ada bagian bangunan terpisah yang dibuat khusus untuk usaha (seperti pondok atau tempat produksi tersendiri).
· Tanah Sewa atau Menumpang: Aset tanah tidak dihitung. Namun, fisik bangunan atau pondok yang didirikan sendiri oleh pengusaha tetap dicatat sebagai aset bangunan.
· Bahan Baku dari Tanah (Contoh Usaha Batu Bata): Tanah atau lumpur yang dibeli untuk dikupas dan dijadikan bahan baku batu bata bukanlah aset tanah, melainkan dicatat sebagai Bahan Baku Produksi.
26. Cara Penentuan Nilai Aset Bangunan
Nilai akhir aset bangunan dihitung dengan cara mengambil nilai perolehan atau nilai pasar saat ini, kemudian dikurangi dengan total akumulasi penyusutan bangunan tersebut.



27. Estimasi Persentase Penyusutan
· Untuk Bangunan Permanen: Rata-rata penyusutan diperkirakan sebesar 5 persen per tahun.
· Untuk Bangunan Semi-Permanen atau Non-Permanen: Rata-rata penyusutan diperkirakan sebesar 10 persen per tahun.
· Catatan Lapangan: Jika responden tidak mengetahui nilai penyusutan, petugas melakukan pendekatan estimasi nilai pasar saat ini berdasarkan kondisi fisik bangunan usaha tersebut.
28. Penjualan dan Pembelian Online
· Definisi Penjualan Online: Isikan persentase penjualan produk atau pembelian bahan baku yang dilakukan secara online.
· Kriteria Platform Online: Penjualan online yang dimaksud adalah transaksi yang menggunakan sistem marketplace resmi atau layanan aplikasi pemesanan digital (seperti GrabFood, GoFood, Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya).
· Batasan WhatsApp: Pemesanan atau penjualan yang hanya dilakukan melalui pesan instan WhatsApp biasa tidak dikategorikan sebagai penjualan online.
29. Catatan Pemeriksa dan Keterangan Responden
1. Pentingnya Catatan Petugas Pencaca dan Pemeriksa
· Wajib Diisi: Kolom catatan petugas pencaca dan pemeriksa tidak boleh dibiarkan kosong. Petugas wajib memberikan penjelasan atas setiap kondisi khusus atau kejanggalan data.
· Fungsi Catatan: Catatan ini berfungsi menjelaskan alasan jika terjadi anomali data, misalnya pendapatan/pengeluaran usaha bernilai minus, adanya aset barang modal yang tidak biasa, atau kendala lapangan lainnya, sehingga membantu proses verifikasi data di tingkat pengawas.
2. Keterangan Pemberi Jawaban
· Identitas Responden: Tuliskan nama jelas responden/pemberi jawaban serta nomor telepon (terutamanya nomor WhatsApp) yang aktif dan dapat dihubungi.
· Tujuan Kontak: Nomor kontak dicatat agar petugas atau pengawas dapat melakukan konfirmasi ulang dengan cepat via pesan atau telepon tanpa harus berkunjung kembali ke lokasi jika terdapat data yang kurang jelas.
· Pernyataan Keabsahan: Lengkapi lembar kuesioner dengan tanda tangan atau pernyataan keabsahan sesuai dengan ketentuan dokumen.
30. Keterangan Umum Usaha dan Status Keaktifan
· Penambahan Rincian Usaha Tidak Aktif: Pada Kuesioner IMK 2026, terdapat penambahan pertanyaan spesifik mengenai alasan jika usaha tidak aktif berproduksi (Rincian 203A dan 203B).

· Kategori Kondisi Usaha: Petugas harus mencatat status keaktifan usaha saat pencacahan, apakah usaha tersebut pindah ke luar kabupaten/kota, menolak merespon, sementara tidak berproduksi, atau sudah tutup permanen.
31. Status Badan Hukum Usaha
· Penambahan Pilihan PT Perorangan: Pada Kuesioner 2026, opsi bentuk badan hukum menambahkan pilihan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, selain opsi PT Umum, CV, Koperasi, Yayasan, atau Tidak Berbadan Hukum.
· Catatan Lapangan: Khusus skala industri mikro dan kecil di wilayah daerah, usaha umumnya tidak berbadan hukum atau berstatus perorangan. Namun, opsi ini disediakan jika ditemukan unit usaha mikro yang telah mendaftarkan PT Perorangan.
32. Perubahan Format Isian (Checkbox / Centang)
· Pemasaran Produk (Rincian 301A): Pada Kuesioner 2025 digunakan pilihan angka ("1. Ya / 2. Tidak"), sedangkan pada Kuesioner 2026 diubah menjadi format centang (checkbox). Termasuk penambahan opsi "Tidak Menggunakan Internet".
· Sertifikasi dan Penggunaan Teknologi (Rincian 309): Format isian menggunakan sistem centang untuk mempermudah pendataan jenis teknologi yang digunakan (Manual, Mekanik/Elektronik, Digital, atau Tanpa Alat).
· Manual (Tanpa Listrik): Penggunaan alat sederhana seperti cetakan manual kue atau alat cetak batu bata tanpa bantuan energi listrik.
· Mekanik / Elektronik: Penggunaan mesin pembantu yang menggunakan tenaga listrik atau mesin penggerak.
· Kehati-hatian Petugas: Petugas wajib memeriksa ulang pengisian sistem centang pada aplikasi/kuesioner agar tidak ada kotak yang tidak sengaja tercentang, yang dapat menyebabkan anomali data saat dokumen dikirim (submit).

33. Rincian Aset dan Pinjaman Usaha (Blok 7)
· Rincian Piutang Usaha: Terdapat penambahan rincian spesifik untuk piutang usaha (tagihan penjualan barang yang belum dibayarkan oleh pihak pembeli).
· Rincian Pinjaman Usaha: Pilihan sumber pinjaman diperjelas menjadi Kredit Usaha Bank dan Lembaga Non-Bank (seperti koperasi, lembaga keuangan mikro, atau program permodalan lainnya).
34. Ketersediaan Sampel Cadangan
Sampel cadangan disediakan maksimal hingga 100 persen dari total sampel utama untuk mengantisipasi kegagalan pencacahan pada sampel utama.
Alasan Sah Penggantian Sampel Utama
· Sampel utama dapat diganti dengan sampel cadangan hanya apabila memenuhi kriteria berikut:
· Usaha Utama Bukan IMK: Usaha sampel ternyata hanya melakukan kegiatan perdagangan (jualan eceran/grosir) tanpa melakukan proses pengolahan/produksi barang sendiri.

· Salah KBLI: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berubah pada tingkat 2 digit (kategori industri berbeda dari dokumen awal).
· Pindah Wilayah: Usaha telah berpindah lokasi ke luar dari blok sensus/wilayah pencacahan yang ditentukan.
· Responden Menolak: Usaha terpilih menolak untuk dicacah setelah dilakukan pendekatan yang sesuai.
· Usaha Tutup / Pemilik Meninggal Dunia: Usaha sudah tidak beroperasi lagi, atau pemiliknya meninggal dunia dan kegiatan produksi tidak dilanjutkan oleh ahli waris.

35. Prosedur Berita Acara
Setiap penggantian sampel wajib didokumentasikan dan disahkan melalui Berita Acara Penggantian Sampel yang disetujui oleh pengawas lapangan.
